NOTULEN RAPAT

Kegiatan . Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencabutan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri
Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan

Il. Tanggal/Waktu /Tempat : 11 Agustus 2026/10.00 — Selesai WIB
Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jalan Percetakan Nomor 23, Jakarta Pusat
Gedung Panacea Lantai ll
Ruang Rapat Biro Hukum dan Organisasi
Aplikasi Zoom Meeting, Meeting ID: 459 766 9474,
Passcode: pphukor

M. Pimpinan Rapat . Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I,
Kementerian Hukum

V. Peserta Rapat : 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, BPOM
2. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM
3. Perwakilan Biro Hukum, Kementerian Kementerian
Ketenagakerjaan
4. Perwakilan Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi
dan Program Pelatihan
Perwakilan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan
7. Tim Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I,
Kementerian Hukum
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V. Pembahasan:

1. Rapat harmonisasi rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun
2012 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor
Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan
Pangan dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II,
Kementerian Hukum untuk melakukan penyelarasan rancangan Peraturan BPOM
dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan substansi.

2. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan
Makanan, BPOM menyampaikan bahwa:

a. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 453 Tahun 2025 tentang

Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Keamanan

Pangan (SKKNI Nomor 453 Tahun 2025) telah ditetapkan sebagai standar
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kompetensi terbaru bidang Keamanan Pangan.

b. Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum terkini, sehingga perlu dicabut.

c. Dampak strategis pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 adalah:

1) Kepastian hukum pemberlakuan SKKNI;

2) Tidak terjadi tumpeng tindih regulasi;

3) Dasar hukum penerapan SKKNI Nomor 453 Tahun 2025; dan

4) Memperkuat pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang
Keamanan Pangan.

3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan bahwa:

a. Pengaturan mengenai pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan
dan Minuman Bidang Keamanan Pangan sebelumnya telah ditetapkan melalui
Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri
Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan
Pangan.

b. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tersebut
merupakan dasar pemberlakuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
KEP.31/MEN/III/2010 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan
Minuman Bidang Keamanan Pangan.

c. Dalam perkembangannya, telah ditetapkan Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 453 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Keamanan Pangan yang
menggantikan dan memperbarui standar kompetensi sebelumnya, sehingga
diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan pemberlakuan SKKNI di bidang
keamanan pangan.

d. Dalam rangka penyesuaian dengan adanya perkembangan peraturan
perundang-undangan, kebijakan pemberlakuan SKKNI Bidang Keamanan
Pangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM. Hal ini dengan
pertimbangan:

1) kebijakan ini bersifat teknis dan dinamis;

2) berdasarkan hasil benchmarking, terdapat Kementerian/Lembaga yang
penetapannya dengan Keputusan; dan

3) dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 dan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 453 Tahun 2025 tidak diatur
produk hukum untuk menetapkan pemberlakuan SKKNI.

e. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi
dalam penerapan SKKNI Bidang Keamanan Pangan perlu disusun rancangan
Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Kepala BPOM Nomor
HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor
Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan.
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4. Perwakilan Tim Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Il, Kementerian

Hukum menyampaikan bahwa:

a. Sebagai catatan awal masukan Kementerian Hukum yaitu pencabutan terhadap
Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri
Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan
Pangan perlu mempertimbangkan penggantian produk hukum Keputusan
Kepala Badan yang telah memuat SKKNI yang baru.

b. Pembahasan dalam rancangan Peraturan BPOM di atas sebagai berikut:

1) Konsiderans menimbang perlu dilakukan perbaikan redaksional pada
huruf a; dan

2) Dasar hukum mengingat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
diusulkan dihapus karena tidak memberikan delegasi.

Kesimpulan Rapat

Rapat Harmonisasi rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012
tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri
Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan
telah dinyatakan selesai, sehingga dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya
pembuatan Berita Acara dan Surat Selesai Harmon.
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SKKNI BIDANG KEAMANAN PANGAN

SKKNI Nomor 453 Tahun 2025 memerlukan penyesuaian regulasi BPOM
melalui pencabutan regulasi lama sebelum pemberlakuan standar kompetensi baru.
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RANCIANGAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.04.12.2208 TAHUN 2012 TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN SUB SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN

MINUMAN BIDANG KEAMANAN PANGAN
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